
BUPATJ BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR || TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa clalam rangka percepatan dan pemerataan
pelaksanaan pembangunan di desa dan pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemandirian desa serta peningkatan penanganan
infrastruktur di desa-desa wilayah Kabupaten
Banyumas,telah ditetapkan kebijakan pemberian bantuan
keuangan khusus kepada Pemerintah Desa berdasarkan
Peraturan Bupati Banyurnas Nomor 23 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas;

b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a lebih efektif dan tepat sasaran
serta tujuannya perlu merubah Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja. Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas;

1. Pasal 18 ay at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nornor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun. 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 2.1 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2015 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapataii dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Peiidapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 20.17 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbuiiyi sebagai berikut:



Pasal 8
(1) Belanja Bankeudes kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada DPA-

PPKD/DPPA-PPKD.
(2) Besaran Bankeudes untuk setiap Desa penerima Bankeudes paling

banyak 50 % (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima oleh
Desa yang bersangkutan pada tahun sebelum tahun anggaran
pelaksanaan Bankeudes, kecuali Bankeudes untuk kegiatan yang dibiayai
dari sharing dengan Pemerintah Pusat atau Pernermtah Provinsi.

(3) Belanja Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa, obyek belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa serta rincian obyek belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 22 angka (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
sebagai berikut:

Pasal 22
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
(1) Bankeudes yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017 tetap

berlaku dan pencairan serta pertanggungjawabannya berpedoman pada
Peraturan Bupati ini.

(2) Khusus Tahun Anggaran 2017, dalam hal Bankeudes masuk ke rekening
kas desa sebelum Peraturan. Desa tentang Perubahan APBDes ditetapkan,
pengelolaan keuangan atas Bankeudes dilaksanakan dengan Peraturan
Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam. Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
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BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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